
BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR lITAHUN 2OII

TENTANG
PERTA}IGGT]NGJAWABAN PELAXSANAAN

AN'GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABT'PATEN DONGGALA TAHT'N ANGGARAN 2OIO

DENGAN RAHMAT TI,JHAN YAIIG MAHA ESA

BTJPATI DONGGALA.

Menimbang : a. bahwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat
(l) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pe(imbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Donggala Tahun Anggaran 2010

237



Mengingat : l. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentans
Pembentukan Daerah daerah Tkt II di Sulawesl
lembaran Negara (Repubtik Indonesia Tahun l9j4
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
Undang-undang Nomor 12 Tahun l9g5 tentane
Pajak 

._Bumi dan Bangunan (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun l9g5 Nomo. ig,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah densan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentine
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahui
1984 fentang Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun-t 99+
Nomor 62, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentans
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebai
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun I999 Nomor 75.
Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 385l );
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentane
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentans
Perbendaharaan Negara (Lembaran Neear;
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355):

J.

4.

5.
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7.

Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang

Pernb€ntukan Peraturan Perundang-undangan

(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan t embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 43E9);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemerilsaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indoneiia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

lrrnbaran Negara Republik tndonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem- Perencanaan Pembangunan Nasional

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4421);
Undans-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemeri-ntahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebaeaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undis Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua" Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

nepuUlit Indonesia Tahun 2008 Nomor 59'

Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimb-'angan ("u-gun Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintih Daeratr (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-undaig Nomor 28 Tahun 2ffi9 tentang Pajak

Daerah- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Reoublik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta

Nomor 5049);

9.

10.

ll.
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12.

13.

t4.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 1999 tentans pemindahan
lbu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota palu ke
Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
(I*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3780)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentans Kedudukan
kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeralt (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90,

Tambahan bmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 bnang Perubahan ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2@4 tentans Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ang[ota newan
Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesra
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 lentang Pengelolaan
Barang Milik Negara,/Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan lrmbaran Nessra
Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah da'iam
Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP
No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Neg araJDaerah
(LNRI Tahun 2008 No 78, TLNN No 4855):
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502):
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t7.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Piniaman Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan tembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (trmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l'embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peituran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (t'embaran Negara

Reoublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

sebagaimana t"ton airUott dengan peraturan Pemerintah

No dS fatrun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi

keuangan Daerah ( LNRI Tahun 2010 No ll0
TLNNNo 5155)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 139' Tambahan lrmbaran Negara RepublrK

Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Peneelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

n.o"ubtik Indonesia iahun 2005 Nomor 140' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4585)

19.

20.

21.

22.

L).
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24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintalran Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tamberhan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (l,embaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

l,ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4E Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

( Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 No.

48 );
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Seketariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala

(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008

Nomor l0), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Donggala

Nomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

29.
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30.

Perwakilan rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Kabupaten

Donggala ( Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun

2010 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I I Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman Modal, dan trmbaga Teknis Daerah Kabupaten

Donggala (kmbaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun

2008 Nomor I l); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala

Nomor I I Tahun 2008 tenttng Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan dan

Penanarnan Modal dan fembaga teknis Daerah Kabupaten

Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten f)'onggala Tahun

2008 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lrmbaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor l2), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah

Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten

DonggalaTahun 2010 Nomor 8);

P"."ii.n Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Donggala (Lembaran

Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor l3);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2010

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggian 2010; 1 t .bu.un Daerah KabuPaten Donggala

Tahun 2010 No.3)

Jl.

JJ.
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Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pemb€ntukan organisasi an Tata Kerja lrmbaga Lain
Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala
(L,embaran Daerah Kanupaten Donggala tahun 2010 Nomor
9);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I I Tahun
2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010; (Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2010 No. I l).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggunglawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Panai

Politik.

Dengan Persetujuan Benams

DEWAN PERWAIflLAII RAKYAT DAERAH KABTJPATEN DONGGAI.A

Menetapkan

den

B[JPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OIO,

34.

35.



Pssal I
( I ) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a. liporan realisasi anggaran;

b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan s€bagaimana dimaksud pada ayat (l) dilampiri dengan' . 
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daeralr/perusahaan daerah'

Paset 2

l,aporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal I huruf a tahun

Anggaran 2010 Sebagai berikut '

a. Pendapatan .. '....
b. Belanja

Surplus/defisit
c. Pembiayaan :

- Penerimaan ......
- Pengeluaran .....
Surplus/defisit

Rp 549.069.715.507,6s
Rp 528.326.147.258.43
Ptp.20J43.56E.249,22

Rp 52.309.741.405,33
Rp 2.032.951.680.00
Rp. 50.276.789.725,33

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai

berikut

(l) Selisih anggaran dengan realisasi . . pendapatan sejumlah

Rp. 24.332.160.333,65 Dengan rincian sebagai be-rikut: ,-
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan lp 524 737 555 174'00

b. Realisasi Ro 5'49 069 715 507'65

Selisih letrih/( kurang ) Rp 24 332 160 333'65

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (44'E59'035'03 l 
'5 

7)'

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah p€rubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/ ( kurang )

Rp.573.185.182.290,00
Ro 528.326.147.258.43

Rp. (44.859.035.031,57)
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(3) Selisih anggaran dengan reatisasi surpluVdefisit sejumlah

Rp. 69. I 9 l. I 95.36 5,22 dengan rincian sebagai bedlut 
: - - - --

a. Anggaran Surplus/defisit s€tehh perubahan Rp (48.447 627'116,00)

b. Realisasi Ro 20'743 568'249'22

Selisih letritr/(kurang ) Rp 69.191 195 365,22

(4) Selisih anggann dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp. (42.E85.710,67) dengan rincian sebagai berikut :

(5) Selisih angg: an dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp. ( 1.872.04E.320,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggacn p€ngeluaran pembiayaan

se6iah perubahan Rp' 3'905'000'000'00

b. Realisci Rp 2'032'951'680'00

Selisih lebit/ (kurang ) RP'(1'872'048 320'00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan

Rp 1.829.162.609,33 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan lp'
b. Reaiisasi RP

a. Anggaran Penerimaan Pembhyaan
setelah perubahan.

b. Realisasi
Selisih lebih/ ( kurang )

Rp. 52.352.627.116,00
Rp. 52.309.741.4S5,33

Rp. (42.88s.710,67)

neto sejumlah

48.447.627.116,m
s0.276.789.725,33)

'1.829.162.609,33

Pasal 4

pada pasal I huruf b per 3l Desember Tahun

Rp. 1.106.256.186.14s,27
Rp. 10.206.308.051,85

Rp. 1.096.M9.878.093,42

Selisih lebitt/ ( kurang )

Neraca sebagaimana dimaksud

2010.
Sebagai berikut :

a, Jumlah asset
b. Jumlah kewaiiban

c. Jumlah ekuitas dana

Rp.
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Pesal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal I huruf c untuk tahun yang
berakfiir sampai dengan 3l Desember tahun 2010 sebagai berikut:
a. Saldo kas awal

Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal I huruf d tahun
angg:uan 2010 Memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasel 7
Pertanggun&iawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal I
tercantum dalam Lampiran Peratumn Daerah ini. tediri dari :

per 1 Januari bhun 2010
b. Arus kas dari aktivitas ooenasi
c. Arus kas dari aktivitas irwestasi aset non

keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2010

a. Lampiran I
Lampiran I.l

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5
Lampiran I.6
Lampiran I.7

Rp. 37.404.192.797,33
Rp. 1 42.47 1.823.619.22

Rp. (121.728.255.370,00)

Rp. 12.573.593.88,00
Rp. (100.025.u0,00)
Rp. 71.074.983.394,55

Laporan realisasi anggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan premerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaankeuangan
negara;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah:
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Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.l0
Lampiran I.l I

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belumdiselesaikan

sampai akhir tahun dandianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;
Daftar dana csdangan daemh ;dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Neraca
Laporan arus kas

Catatan atas laPoran keuangan

ttd,

HABIRPONULELE

Posal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud.dalam pasal I ayat (2) terdiri

JU'rf.ftti*i laporan kiuangan 
-badan 

usaha milik daeraVperusahaan daerah

tercantum dalam Lampiran V p€raturan daerah ini'

Prsrl 9

Bupati menetapkan P€raturan kepala daerah tentang ffjabaSl
p"i"nggungu*"b- pelaksanaan APBb sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD'

Pasal l0

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

;;;;;tt;; memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Donggala'

DitetaPkan di Donggala

Pada tanggal 14 Juli 20ll

BUPATI DONGGALA
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Diundangkan di Donggala

padaunggal 14 Juli 201I

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Dn- H- IC{SMIIDDIN HAIUDDIN' lll'Si

--Pembina 

Utama MadYa

NIP. 19530201 198203 1007

LEMBARAN DAERAH 
H^Hlfl?iTDoNGGALA 

NoMoR I r

Salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARIAT DAN,RAH KABUPATEN DONGGALA

KEPALA BAGIAN Huiuil; JN PTNUXOING.UNDAIIGAN

/l/fuu/'{'ffi
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